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PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis
telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat

yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No.
Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, NIK. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan
Domisili elektronik XXX, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXPdt.G/2024/PA.TPI,
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Tanjungpinang kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,
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sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX,
tanggal 08 Juli 2006;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus
Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di
Tanjungpinang di rumah orangtua Tergugat selama 4 (empat) bulan, lalu
pindah ke rumah sewa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian
pindah ke rumah bersama selama 15 (lima belas) tahun, selanjutnya
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat
ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya
suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang
masing-masing bernama:
4.1. A, lahir di Kampung Bugis pada tanggal 04 Agustus 2007,
Pendidikan Pelajar (SLTA);
4.2. B, lahir di Kampung Bugis pada tanggal 23 Juli 2011,
Pendidikan Pelajar (SLTP);
4.3. C, lahir di Kampung Bugis pada tanggal 21 Agustus 2019,
Pendidikan Belum Sekolah;
4.4. D, lahir di Kampung Bugis pada tanggal 21 April 2023,
Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun
2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dikarenakan:
5.1. Tergugat sering menghabiskan waktunya di luar ruamh
bersama teman-teman Tergugat;
5.2. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga

mabuk;
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6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Oktober 2024, Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan di cafe
dengan perempuan lain yang bernama Eka, kemudian terjadi
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah itu kejadian
tersebut Tergugat pulang kerumah sebentar namun Tergugat keluar dari
rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,
pada hari Jum’at tanggal 01 November 2024, Tergugat datang ke rumah
Penggugat, lalu Tergugat mengatakan perempuan tersebut sudah hamil
dan Tergugat ingin menikah secara sirri dengan perempuan tersebut,
kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk menyelesaikan proses
perceraian dan Penggugat menyerahkan semua berkas agar Tergugat
mengurus perceraian, akan tetapi Tergugat tidak mengurus proses
perceraian tersebut, lalu Penggugat menanyakan berkas-berkas
perceraian apakah sudah di urus oleh Tergugat, namun Tergugat
mengatakan belum di urus, Tergugat malah memilih menikah secara sirri
dengan perempuan tersebut;

8. Bahwa dari pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu
menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat
dengan Tergugat sepakat untuk berpisabh;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan
untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat
0;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus
orang lain sebagai wakil’/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat
kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan supaya rukun kembali
dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan ternyata berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan
akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu
adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat
tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya

dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut
perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, dengan alasan akan
berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan
jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas
pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan
Pasal 271 dan 272 RV,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat
telah dikabulkan, maka majelis memandang perlu memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku
register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi
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bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.
Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul
Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti
Syarifaini, S.H.l, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismatr.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzah, M.H. Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 35.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp_10.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);
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